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Pemnggungjlwaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana
g:)mps- (Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN

ABSTRAK

Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Pig”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara
tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut
membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dan ‘salah salah satu pelakunya merupakan pelaku penyertaan atau
deelneming. Permasalahan yang akan dibahas dalam penclitian ini adalah 1)
Bagaimana penerapan teori penyertaan atau deelneming terhadap penjatuhan sanksi
pidana _tethadap pelaku tindak pidana korupsi?, dan 2) Bagaimana
pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana korupsi dalam
Putusan Hakim No, 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg?. Penelitian ini akan' dilakukan
menggunakan penelitian yang bersifat normatif yuridis, serta menggunakan data
sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil untuk mengetahui penerapan
teori penyertaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi,
dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku
penyertaan dalam putusan No. 27/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Plg. Dalam putusan ini
terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan antara pelaku
utama dengan pelaku penyertaan, dalam putusan hakin No. 27/Pid.Sus-
TPK/2023/Pn Plg hakim menjatuhkan sanksi 6 tahun penjara terhadap pelaku
utama, dan sanksi 7 tahun penjara terhadap pelaku penyertaan, padahal sanksi
pidana yang dijatubkan terhadap pelaku penyertaan scharusnya lebih ringan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Deelnemiﬁg; Tindak Pidana Korupsi
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